
BUPATI TAPIIY
PROVINSI I(ALIMAITTAN SELATAN

PERATURAIT BUPATI TAPIN
NOMOR 06 TAIIUN 2015

TENTAITG

TT'NJANGAIT PERI'MAIIAN BAGI PIMPINAIT DAN ANGGOTA
DEtrIAN PERWAISLAN RAI(YAT I'AERAII KABI'PATEN TAPIN

DENGAN RATIMAT TI'HAN YAITG MATIA ESA

Menimbang a.

BUPATI TAPIN,

bahwa besaran tunjangan perumahan bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah Kabupaten Tapin
berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor
07 Tahun 2OlO, sudah tidak sesuai lagi
dengan kondisi perekonomian saat ini,
sehingga perlu dilakukan penyesuaian,
dengan melalui penetapan Peraturan Bupati
tentang T\rnjangar Perumahan Bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tapin yang baru;

batrwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(4) Perahrran Pemerintatr Nomor 24 Tahun
2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinal dan Anggota Dewan
Pemrakilan Rakyat Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintatr Nomor 2L Tahun
2OOT tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan sesuai Surat
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tapin Nomor : l7O/ 66/DPRD-
TPN/2015 tanggal 9 Pebmari 2015, perlu
menetapkan Tunjangan Penrmahan Bagr
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tapin;

bahwa penetapan hrnjangan pemmahan
bagr Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam huruf b adalah
berdasarkan pertimbangan asas kepatutan,
kewajaran dan rasionalitas serta standar
harga ytrry berlaku sesuai
perundang-undangan;

peraturarr

b.

c.



d. batrwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Perattrran Bupati tentang Tunjangan
Perumahan Bagr Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
Kabupaten Tapin;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia };Iomor 27561;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun Lggg
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a\

Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OL4
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Penvakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor L82,
Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Talrun 2OL4
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

Mengingat 1.

2.

3.

4.

5.
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6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4
tentang Administrasi Pemerintatran
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
560 1);

Perattrran Pemerintatr Nomor 40 Tahun
1994 tentang Rumah Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Talrun 1994
Nomor 69, Tambahan I,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3573),
sebagaimana telah diubatr dengan Perattrran
Pemerintatr Nomor 31 Tatrun 2OO5 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun L994 tentang Rumatr
Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambatran
tr embaran Negara Republik Indonesia Nomor
a5r5);

Perattrran Pemerintah Nomor 24 Tahun
2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO4
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44L61
sebagaimana telatr diubatr beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perurakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a70l;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 2005 Nomor 14O, Tambatran Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor
4s781;

10. Peraturan Pemerintatr Nomor 79 Tahun
2OOS tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a593);

7.

8.

9.

/
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11. Peraturan Pemerintatr Nomor 38 Tatrun
2OO7 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daeratr Provinsi, dan
Pemerintahan Daeratr Kabupaten/Kota
(Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tafiun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

"aB7l;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaarr
Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2oll tentang Pembahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Ddam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daeratr;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

L4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
03 Tatrun 2OO5 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tapin, sebagaimana telatr diubatr
dengan Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin
Nomor 12 Tahun 2OOT tentang Perubalran
Atas Peraturan Daeralr Kabupaten Tapin
Nomor 03 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
Kabupaten Tapin;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
04 Tatrun 2008 tentang Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten Tapin;

L6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
05 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peratrrran
Daerah Kabupaten Tapin Nomor O 1 Tahun
2Ol4 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
05 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin;
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17 . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
72 Tahun 2OL2 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun
2OL2 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintatr
Kabupaten Tapin;

L9. Perattrran Bupati Tapin Nomor 02 Tahun
2Ol4 tentang Pedoman Pembenttrkan
Produk Hukum Daerah di Lingkungan
Pemerintatr Kabupaten Tapin;

Menetapkan

MEMUTUSI(AII 3

PERATI'RAN BIIPATI TENTAITG fl'NJANGAIT
PERUUAIIAIT BAGI PIUPIITAN DAIT ATGGOTA
DEWAIV PERWAXILAIT RAI(YAT DATRAH
KABI'PATTIV TAPII.

BABI ,

ITBIEIYTUAIY I'UUU

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Bupati adalatr Bupati Tapin.

3. Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Per-wakilan Ralryat Daeratr Kabupaten
Tapin, yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintatran
Daerah.

4. Pimpinan DPRD adalah Kehra dan Wakil-Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Tapin.

5. Anggota adalatr Anggota DPRD Kabupaten Tapin.

6. Sekretariat DPRD adalatr Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin.
7. Pemerintah Daerah adalatr Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daera-h yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Pemerintahan Daerah adalatr penyelenggaraErn urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia T
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9.

10.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yarLg selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belinja
Daerah Kabupaten Tapin, yang merupakan rencana tahunan
Pemerintah Daeratr yang ditetapkan dengan Peratrrran Daerah.

T\rnjangan Perumahan adalah merupakan tunjangan
kesejahteraan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD, apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
rumah jabatan atad rumah dinas beserta kelengkapannya.

BAB II
BESARAIY , DAN PERTANGGUNG\,AIIABAN

TTIIYJANGAN PERI'UAHAN

Pasal 2

T\rnjangan Pemmatran bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan
sebagai berikut :

a. Ketua DPRD diberikan hrnjangan perumatran sebesar Rp.
8.5OO.OOO,- (delapan juta lima rafiis ribu rupiah) perbulan;

b. Wakil Ketua DPRD diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp.
8.0OO.OO O ,- (delapan juta rupia,$ perbulan; dan

c. Anggota DPRD diberikan hrnjangan perumahan sebesar Rp.
7.500.000,- (tufuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal 3

Ttrnjangan Pertrmahan bagr Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang
dan dibayarkan setiap bulan, yang dibebankan pada APBD melalui
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPRD.

Pasal 4

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah disediakan dan
menempati rumah jabatan atau rumah dinas tidak diberikan
tunjangan perrrmahan, kecuali ditenhrkan lain karena rtrmatr
dimaksud belum bisa ditempati dikarenakan tidak layak pakai
dan masih dalam masa perbaikan.

(21 Bagr Anggota DPRD yang baru dilantik karena Pengganti Antar
Waktu , (PAIV), hrnjangan pertrmahan dibayarkan terhitung
mulai tanggal pengucapan sumpah janji.
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Pasat 5

Pembayaran tunjangan perumatran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dibayarkan terhitung mulai tanggal ol Januari 201s.

BAB III
KEIENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturart Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Tapin Nomor 07 Tahun 2O1O tentang Pemberian Trrnjangan Perumalal
Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Pennrakilan Ralcyat Daerah
Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Talrun 2olo Nomor
O7), dicabut dan dinyatakan tidal< berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatrkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pade ta4gg4 06 .ApriL 2ol5

Diundangkan di Rantau
padatanggal 06 dpril 2015

DAERAII ISBI'PATEN TAPIN,

BERITA DAERAH KARUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 07
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